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ABSTRACT 

This research aims to determine and analyze the influence of social awareness on the 

presence of private business entities in the National Health Insurance at BPJS Health 

Lubuklinggau. There are Business Entities (BU) that have not registered their workers 

as JKN participants and report workers when they enter or leave the Company, 

whether they are micro or macro businesses. In Indonesia, many companies do not 

understand or play, and do not even know how to give their workers or laborers the 

right to health and BPJS, in accordance with Presidential Decree No. 82 of 2018 

concerning Health Insurance. Business entities' compliance with registering for JKN-

KIS membership will help accelerate efforts to achieve UHC, which has currently 

reached 83.9% of the target of 98%. Through the quantitative method, researchers 

measured the relationship between the variables studied using a Likert scale interval 

of 1-4. Researchers carried out data analysis using statistical tools in the form of 

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) version 4.1.0, with 

76 respondents. The research results show that variable X (social awareness) has a 

significant effect on variable Y (compliance) with a T statistic of 5.245 (P value 0.000). 

Keywords: Business Entity, Social Awareness, Compliance, BPJS, JKN, UHC 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran 

sosial terhadap kepatuhan badan usaha swasta pada Jaminan Kesehatan Nasional di 

BPJS Kesehatan Lubuklinggau. Terdapat Badan Usaha (BU) belum mendaftarkan 

pekerjanya ke peserta JKN dan melaporkan pekerja saat masuk ataupun keluar dari 

Perusahaan, baik itu usaha mikro maupun makro. Di Indonesia banyak Perusahaan 

yang belum memahami atau melaksanakan bahkan belum mengetahui pemberian hak 

kepada pekerja atau buruhnya atas kesehatan dan BPJS, sesuai dengan Perpres No. 

82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Kepatuhan badan usaha untuk 

melakukan registrasi kepesertaan JKN-KIS akan membantu upaya percepatan 

mencapai UHC yang saat ini sudah mencapai 83,9% dari target sebesar 98%. Melalui 

metode kuantitatif peneliti mengukur hubungan variabel-variabel yang diteliti 

menggunakan skala likert interval 1-4. Peneliti melakukan analisis data dengan alat 

statistika berupa Partial Least Squares Structural Equation Modelling (PLS-SEM) 

versi 4.1.0, dengan responden sebanyak 76 responden. Hasil penelitian menunjukkan 

variabel X (kesadaran sosial) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y 

(kepatuhan) dengan T statistic 5,245 (P values 0,000).  

Kata Kunci: Badan Usaha Swasta, Kesadaran Sosial, Kepatuhan, BPJS, JKN, UHC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebijakan merupakan salah satu jenis perilaku administrasi negara yang berasal 

dari kebijakan umum digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan 

peraturan undang-undang. Kebijakan publik dari perspektif peraturan perundang-

undangan bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan yang dibuat merupakan 

pedoman, pegangan, ataupun petunjuk untuk mencapai kelancaran, keterpaduan dalam 

pencapaian tujuan kebijakan oleh lembaga pemerintah, pejabat, maupun instansi. 

Kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. 

Implementasi dalam kebijakan adalah proses melaksanakan suatu keputusan bijaksana 

yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah 

eksekutif atau dekret presiden (Sos, 2020). 

Sebagaimana yang telah disepakati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Wujud nyata 

kesejahteraan umum sebagai cita-cita bangsa Indonesia salah satunya adalah 

kesehatan, dengan berbagai upaya yang dilakukan agar terwujudnya cita-cita bangsa 

dan dapat dirasakan manfaat bagi rakyat Indonesia. Pemerintah dalam menjalankan 

tugasnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu (1) fungsi pelayanan masyarakat (public 
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service function), (2) fungsi Pembangunan (development function), (3) fungsi 

pemberdayaan (protection function) dan (4) fungsi pengaturan (setting function). 

Keempat fungsi tersebut memiliki tingkatan sama yang harus dijalankan. Namun, 

fungsi pelayanan masyarakat merupakan fungsi yang paling strategi untuk 

menentukan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan berupa pelayanan publik 

kepada masyarakat sebaik-baiknya (Solechan, 2019). 

Di Indonesia masalah kesehatan merupakan salah satu tantangan yang perlu 

diatasi karena masalah kesehatan ini tidak pernah kunjung usai. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu mengambil kebijakan agar masyarakat terus dapat merasakan 

keadilan dan mendapatkan haknya tanpa menimbulkan kerugian. Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) hadir di Indonesia sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam 

mengatasi masalah kesehatan. SJSN adalah tata cara penyelenggaraan program 

jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (SJSN) ini memiliki 3 asas dalam penyelenggaraannya, yakni asas 

kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Republik 

Indonesia, 2004) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (Republik Indonesia, 2011) BPJS merupakan lembaga yang dibentuk di 

Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Betan et al., 2023). Pada 

tanggal 1 Januari 2014, Indonesia meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang diresmikan pada tahun 2013. JKN berbentuk asuransi kesehatan yang 

memiliki manfaat dalam pemeliharaan kesehatan dan perlindungan yang 

diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS 

Kesehatan merupakan badan hukum yang bertanggung jawab kepada presiden. 
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Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mengikuti program JKN termasuk orang 

asing yang telah bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. 

Menurut Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Republik 

Indonesia, 2018), pengertian jaminan kesehatan merupakan jaminan yang berupa 

pemeliharaan dan perlindungan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang telah 

membayar iuran jaminan kesehatan atau yang dibayarkan oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS 

Kesehatan mempunyai fungsi sosial yang dapat dilihat dari peserta jaminan kesehatan 

terdiri dari peserta PBI dan peserta Non PBI. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) 

adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Sedangkan peserta Non PBI adalah 

PPU (PNS, Anggota Polri dan TNI, Pegawai Swasta, Pejabat Negara), PBPU (Pekerja 

Mandiri) dan BP (investor, pemberi kerja, penerima pensiun) serta anggota-anggota 

keluarganya. Peserta Non PBI harus membayar iuran sesuai kelas rawat inap yang 

diinginkan dengan tepat waktu setiap bulannya (Fajrini et al., 2021).  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menjamin setiap warga negara agar 

mempunyai akses yang merata terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya terjangkau atau disebut juga 

Universal Health Coverage (UHC). UHC bertujuan untuk memberikan perlindungan 

kesehatan kepada seluruh penduduk, termasuk kelompok masyarakat kurang mampu 

secara ekonomi, sehingga mereka dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Salah satu upaya BPJS 

Kesehatan untuk mencapai UHC adalah mewajibkan pemberi kerja untuk 

mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS melalui kepesertaan 
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Pekerja Penerima Upah (PPU) yang tertuang dalam Perpres No. 82 Tahun 2018, 

tentang Jaminan Kesehatan. Pada Pasal 17 UU BPJS juga menerangkan bahwa 

pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS 

pekerja dikenai sanksi administratif. Selain kewajiban badan usaha untuk 

mendaftarkan badan usaha dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan, badan 

usaha juga wajib membayar iuran pesertanya setiap bulannya dengan biaya sebesar 

4% dari upah yang diberikan oleh pekerja. BPJS Kesehatan mempunyai tanggung 

jawab dan fungsi pengawasan dalam kepesertaan badan usaha untuk mengawasi 

kemajuan proses kepesertaan BPJS Kesehatan, mulai dari proses pendaftaran peserta 

atau badan usaha, higgga pembayaran biaya penggunaan fasilitas kesehatan yang 

disediakan oleh BPJS Kesehatan (Sentani dan Syakurah, 2022). 

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat Badan Usaha (BU) belum 

mendaftarkan pekerjanya ke peserta JKN dan melaporkan pekerja baik saat masuk 

ataupun keluar dari perusahaan, baik itu usaha mikro maupun makro. Badan usaha  

tidak membayarkan iuran tepat waktu. Tidak menghadiri pada saat pemeriksaan dan 

waktu inpeksi mendadak terdapat perbedaan data pekerja yang terdaftar BPJS dengan 

data di badan usaha tersebut. Di Indonesia terdapat perusahaan yang belum memahami 

atau melaksanakan bahkan belum mengetahui pemberian hak kepada pekerja atau 

buruhnya atas kesehatan dan BPJS, sesuai dengan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan. Kepatuhan badan usaha untuk mendaftar kepesertaan JKN-KIS 

akan membantu percepatan pencapaian UHC yang telah mencapai 83,9% dari target 

98%. Tercapaianya UHC merupakan hal yang penting bagi bidang kesehatan karena 

melalui UHC, seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses yang adil dan setaran 
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terhadap jaminan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Nashihah et al., 2023).  

Di Indonesia tercatat lebih dari 248 juta jiwa yang tercatat sebagai kepesertaan 

JKN artinya sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan 

kesehatan. Sampai dengan 1 September 2023, jumlah peserta JKN di Provinsi 

Sumatera Selatan telah mencapai 8.396.170 jiwa atau 95,90% dari total penduduk yang 

berarti Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai UHC. Mencapai UHC bukanlah hal 

yang mudah, kesadaran sosial dan kepatuhan merupakan salah satu kunci untuk 

mencapai UHC. Kesadaran sosial dalam berpartisipasi badan usaha swasta ke BPJS 

Kesehatan di Kota Lubuklinggau sangat penting untuk mendukung program jaminan 

kesehatan nasional di Indonesia. Selain itu ada beberapa upaya yang tentunya 

dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai UHC salah satunya, 

adanya dukungan dari berbagai BPJS Kesehatan kantor cabang daerah Provinsi 

Sumatera Selatan, seperti BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau yang memiliki 

sejumlah 6 wilayah kerja yaitu Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Empat 

Lawang, Lahat dan Pagar Alam. Di antara 6 wilayah kerja terdapat wilayah yang telah 

mencapai UHC seperti Lubuklinggau dan Lahat. 

Dari 6 wilayah kerja yang tergabung di BPJS Kesehatan Kantor Cabang 

Lubuklinggau. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu badan usaha swasta wilayah 

Lubuklinggau sebagai wilayah yang mewakili karakteristik, tantangan atau dinamika 

dari keseluruhan kelompok wilayah kerja. Selain itu dengan memfokuskan 1 wilayah 

kerja peneliti dapat fokus pada penelitian lebih mendalam dan terperinci. Serta adanya 

pengalaman peneliti dalam wilayah tersebut sehingga memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian. 
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Gambar 1  Jumlah Kepesertaan Badan Usaha BPJS Kesehatan Kantor Cabang 

Lubuklinggau Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 1 dapat dilihat dari bulan Januari hingga bulan Oktober jumlah 

badan usaha swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan naik dan ada juga yang 

tetap. Namun pada bulan November jumlah badan usaha swasta yang bergabung 

dengan BPJS Kesehatan menurun menjadi 313 yang awalnya pada bulan Oktober 316. 

Selanjutnya pada bulan Desember naik kembali menjadi 314 jumlah badan usaha 

swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan. Hal ini merupakan tantangan yang 

akan terus dihadapi untuk mencapai UHC yang ditargetkan RPJMN 2020-2024 yaitu 

98% dari total populasi menjadi anggota JKN. Salah satunya adalah kepatuhan peserta 

JKN terhadap kebijakan yang berlaku yaitu Perpres No. 82 Tahun 2018. 

Implementasi Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di 

Indonesia tergolong baik, dilihat dari salah satu pencapaian yaitu UHC atau cakupan 

sehat semesta. Salah satunya Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya dukungan 

pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi kunci 

utama dalam pelaksanaan program JKN dengan pedoman Perpres No. 82 Tahun 2018. 
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Lubuklinggau sebagai salah satu kota yang berkontribusi dalam pelaksanaan program 

JKN yang diselenggarakan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Lubuklinggau dengan 

mengedepankan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan. 

Dengan adanya kesadaran sosial dan kepatuhan dalam program jaminan 

kesehatan nasional, proses partisipasi badan usaha dengan BPJS Kesehatan memiliki 

syarat dan ketentuan badan usaha saat akan mendaftarkan sebagai kepesertaan BPJS 

Kesehatan. Semua syarat dan ketentuan harus ditaati oleh badan usaha. Meskipun 

seperti yang tertera di Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa 

setiap pemberi kerja (badan usaha) wajib mendaftarkan pekerjanya. Namun, ada syarat 

dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan ini tercantum di Perpres No. 82 

Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan. Apabila suatu badan 

usaha melanggar peraturan maka akan berlaku sanksi administrasi pasal 13 ayat 1 

berupa: teguran tetulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 

Pengenaan sanski ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan problematika diatas, maka peneliti akan lebih spesifik meneliti 

tentang “Pengaruh Kesadaran Sosial Terhadap Kepatuhan Badan Usaha Swasta pada 

Jaminan Kesehatan Nasional di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lubuklinggau”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas dengan memperhatikan fokus penelitian, maka 

terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kesadaran sosial terhadap 

kepatuhan badan usaha swasta pada jaminan kesehatan nasional di BPJS kesehatan 

kantor cabang Lubuklinggau? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

yaitu mengetahui pengaruh kesadaran sosial terhadap kepatuhan badan usaha swasta 

pada jaminan kesehatan nasional di BPJS kesehatan kantor cabang Lubuklinggau. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

baik manfaat teoritis maupun manfaat praktik. Manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademis dan 

memperbanyak kajian, khususnya Administrasi Publik mengenai wawasan dan 

pengetahuan baru tentang implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi 

jaminan kesehatan di badan usaha swasta. Serta mendukung peneliti lain apabila 

tertarik melakukan penelitian dengan fokus yang sama. 

2) Manfaat Praktik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data 

yang dihasilkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan 

jaminan kesehatan dan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang ada. Serta 

dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang ada di Kantor BPJS 

Kesehatan Cabang Lubuklinggau.
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